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ABSTRAK

: - Bahwa ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera

(rush handling) telah diatur dalam Permenkeu RI 148/PMK.04/2007. Untuk lebih meningkatkan
pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan
pelayanan segera (rush handling), serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengeluaran Barang
Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling).

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612)
sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 39
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.
98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama
dengan TPS sebagai barang impor untuk dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling), sebelum
diajukan PIB atau PIBK. Untuk dapat mengeluarkan barang dengan Pelayanan Segera (Rush
Handling), importir menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dan menyerahkan jaminan kepada
Kantor Pabean. Barang impor yang diberikan Pelayanan Segera (Rush Handling) harus memiliki
karakteristik tertentu, seperti peka kondisi dan/atau peka waktu. Terhadap barang impor yang
mendapatkan Pelayanan Segera (Rush Handling) diberlakukan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai larangan atau pembatasan di bidang impor. Dalam hal barang impor yang
mendapatkan Pelayanan Segera (Rush Handling) merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor,
importir wajib memenuhi ketentuan perizinan impor dari instansi teknis terkait pada saat
menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean. Untuk memperoleh Pelayanan Segera (Rush
Handling) terhadap barang, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan barang dengan melampirkan Dokumen
Pelengkap Pabean. Atas permohonan Pelayanan Segera (Rush Handling), importir menyerahkan
jaminan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Terhadap barang
impor dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) yang telah diserahkan jaminannya dilakukan
penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Importir wajibb memenuhi kewajiban pabean berupa
pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor dengan penyampaian PIB atau
PIBK kepada Kantor Pabean setelah diterbitkan persetujuan pengeluaran barang.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 148/PMK.04/2007 tentang

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2021 dan diundangkan pada tanggal 25 Juni
2021.

- Lampiran: halaman 19-95.






